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merupakan hasil karya peneliti sendiri.

. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik
(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara maupun di perguruan lain.
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pustaka.

. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata
ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya
plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar
akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

Medan, 22 Januari 2021
Peneliti

SWH
>

|
i

A *(@ g

<:\; § o2 -
")  METE ~
S TEMPEL

€D A26AIX434569

GINANZAR SYAHPUTRA
NPM : 1820010014




ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK DI POLRES KISARAN

GINANZAR SYAHPUTRA
1820010014

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan unntuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlidungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pengertian ini
tersirat bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah,
penelantaran dan eksploitasi. Hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan
fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan
setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang
dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan
hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak
terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang
bersifat represif.

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan
yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan oleh penulis usaha mendekati
masalah yang diteliti dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi
penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan dilapangan, dengan
menggunakan metode wawancara dengan narasumber atau juga bisa dengan
pihak-pihak yang terkait permasalahan dalam penelitian ini.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam
Pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa dimaksud dengan perlindungan anak adalah
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi. Pentahapan penyelidikan Reskrim Polres Kisaran proses
penyidikan tindak pidana pencabulan antara lain meliputi beberapa rangkaian
kegiatan mulai dari diketahuinya peristiwa pidana, tindakan pertama di TKP,
pemeriksaan terhadap saksi korban dan dimintakan visum et repertum kepada
dokter, pemeriksaan terhadap saksi dan pemeriksaan terhadap tersangka,
penangkapan, penahanan, sama dengan pemberkasan serta penyerahan berkas ke
Kejaksaan Negeri. Hambatan yang ditemukan ialah dari segi sumber manusia dari
penyidik, korban masih anak-anak, tersangka tidak mengaku, tidak ada saksi yang
melihat secara langsung, dan sulit memperoleh Visum Et Repertum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencabulan, Anak Dibawah

Umur.



ABSTRACT
LAW ENFORCEMENT CRIMINAL ACTION OF ABUSE OF CHILDREN
IN KISARAN POLRES

GINANZAR SYAHPUTRA
1820010014

Child protection is any activity that does not guarantee and protect
children and their rights so that they can live, grow, develop and improve,
optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence
and nationality. In this sense it is implied that children are protected from all
forms of violence, mistreatment, neglect and exploitation. Law against children in
their environment with sexual crimes is protection that is carried out before and
after the child becomes a victim of sexual crime. Legal protection that is carried
out before a child becomes a victim of crime is legal protection that is preventive
in nature. Legal protection that is carried out after a child has become a victim of
sexual crime is a repressive legal protection.

The research in this paper uses an empirical juridical and normative
juridical approach, the approach taken by the writer attempts to properly end the
researched problems that live in society. So research with an empirical approach
must be carried out in the field, using the interview method with sources or parties
related to the problem in this study.

Law No. 35/2014 concerning Child Protection in Article 1 point 2 states
that what is meant by child protection is all activities to guarantee and protect
children and their rights so that they can live, grow, develop and calculate
optimally in accordance with human dignity, and get protection from violence and
the national. The stages of investigation into the Criminal Investigation of the
Police The range of the process of investigating sexual acts of obscenity includes
a series of activities starting from the discovery of a criminal incident, the first
action at a crime scene, examination of victim witnesses and requesting visum et
repertum from doctors, examination of supervision and examination of suspects,
detention, detention, the same as filing and submitting files to the District
Attorney. The obstacles that were found were in terms of human sources from the
investigators, the victim was still a child, the suspect did not confess, there were
no witnesses who saw it directly, and it was difficult to obtain a Visum Et
Repertum.

Keywords: Law Enforcement, Crime of Fornication, Minors.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana sudah tepat dibanding dengan istilah hukum proses
pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah strafvordering yang
kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Bukan istilah strafprocesrecht
yang artinya acara pidana istilah itu di pakai menurut Menteri Kehakiman
Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di perlemen karena

meliputi seluruh prosedur acara pidana.

R. Soeroso mengatakan bahwa hukum acara adalah kumpulan ketentuan-
ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran
dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam materil
yang berarti memberikan kepada hukum suatu hubungan yang mengabdi kepada
hukum materil. Demikian pula menurut Moelyanto dengan memberikan batasan
tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah hukum yang mengatur tata
cara melaksanakan hukum materiel (hukum Pidana), dan hukum acara pidana
(hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara

melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiel.?

Adapun asas-asas hukum acara pidana yang mengatur perlindungan

terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, sebagaimana

! Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. (Jakarta 2012: Sinar Grafika), halaman 2.
> Andi Sofyan dan Abd Asis. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. (Jakarta 2014:
Kencana), halaman 3.



termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara

lain:®

. Peradilan  dilakukan ~ “DEMI =~ KEADILAN  BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

. Asas persamaan di depan hukum (equality before the law), artinya setiap

orang di perlakukan sama dengan tidak memperbedakan tingkat sosial,
golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain-lainnya di muka
hukum atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak
membeda-bedakan orang (Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).

. Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada

yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 6 ayat (1) UU No. 4 Tahun
2004).

. Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan,

karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat
keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertaggung jawab, telah
bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2)
UU No. 4 Tahun 2004).

. Asas perintah tertulis dari yang berwenang, artinya segala tindakan

mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan hanya
dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang
berwenang oleh undang-undang (Pasal 7 UU No. 4 Tahun 2004).

. Asas praduga tak bersalah (presumption of Innocence), artinya setiap

orang yang di tangkap, ditahan, dan dituntut dan/atau dihadapkan di
depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan
pengadilan yang menyatakan Kkesalahannya dan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap (Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004).

. Asas pemberian ganti dan rehabilitas atas salah tangkap, salah tahan dan

salah tuntut, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau
kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) atau hukum yang
ditetapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitas (Pasal 9 ayat
(1) UU No. 4 Tahun 2004).

. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan atau

lazim disebut contante justitie (Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (2) UU
No. 4 Tahun 2004).

. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap

orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum
pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan (Pasal 37
UU No. 4 Tahun 2004).

10. Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, serta hak-

haknya termasuk hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat
hukum.

* Ibid., halaman 14.



11. Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (Pasal 18 ayat (1)
UU No. 4 Tahun 2004).

12. Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, artinya pengadilan dalam
pemeriksaan perkara terbuka untuk umum, jadi setiap orang
diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan
(Pasal 19 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).

13. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi
manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin objektivitas
peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair tidak
memihak, serta putusa yang adil kepada masyarakat.

14. Asas pembacaan putusan, yaitu semua putusan pengadilan hanya sah
dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum (Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004).

15. Asas Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, artinya langsung
kepada terdakwa dan tidak secara tertulis antara hakim dengan terdakwa
(Pasal 154 KUHAP dan seterusnya).

16. Asas putusan harus disertai alasan-alasan, srtinya segala putusan
pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut,
memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan atau sumber hukum ta terlusi yang dijadikan dasar undak
mengadili (Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).

Penyidik telah dimulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang
merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut
umum. Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah
ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk
dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau ternyata bukan merupakan tindak

pidana.’

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan unntuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlidungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pengertian ini

* Leden Marpaun. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan).
(Jakarta 2009: Sinar Grafika), halaman 12.



tersirat bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah,

penelantaran dan eksploitasi.’

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau perkosaan sesungguhnya
bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang lain yang tergolong
hak orang lain. Tetapi, lebih dari itu ia adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual
yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatar belakangi oleh nilai
sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak biar gender. Pelecehan seksual
tidak selalu berupa tindak perkosaan atau kekerasaan seksual. Bentuk pelecehan
seksual dapat bermacam-macam mulai dari sekedar menyuili perempuan yang
sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap
lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar
porno, dan sebagaimana sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa

perkosaan.®

Tertulis pada bagian “Menimbang”, salah satu konsiderans pembentukan
UU No. 23 Tahun 2002 adalah bahwa setiap anak perlu mendapatkan kesempatan
yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik,
mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan

serta untuk mewujudkan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.’

> Mardi Chandra. Aspek Perlindungan Anak Indonesia. (Jakarta Timur 2018: Kencana),
halaman BAB 1.

® Bagong Suyanto. Masalah Sosial Anak .(Jakarta 2010 : Kencana), halaman 262.

7 Aziz Syamsuddin. Tindak Pidana Khusus. (Jakarta 2011: Sinar Grafika), halaman 107.



Hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual
adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban
kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi
korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif.
Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban

kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.®

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (child abuse) dapat didefenisikan
seperti perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-
orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak. Child abuse
tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik, tetapi juga berbagai bentuk
eksploitasi, misalnya pornografi dan penyerangan seksual (sexual assault),
pemberian makan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi
(malnuteition), pengabdian pendidikan dan kesehatan (educational and medical

neglect), dan kekerasan yang berkaitan dengan medis (medical abuse). °

Dari data yang diperoleh peneliti dapat mengetahui faktor-faktor penyebab
terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk
menanggulanginya. Dari informasi yang diperoleh di Polres Asahan, kami
mendapat data mengenai tindak pidana pencabulan yang terjadi diwilayah hukum
Polres Asahan tahun 2017-2020. Dimana dalam kurun waktu tersebut, tindak
pidana pencabulan adakalanya meningkat dan menurut, yang dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

¥ Andika Wijaya. 2016. Darurat Kejahatan Seksual. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 89..
% Adon Nasrullah. 2016. Dasar-Dasar Patologi Sosial. Bandung: Pustaka Setia, halaman
196.



JUMLAH DATA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

DI POLRES ASAHAN DARI TAHUN 2017 S/D 2020

Tabel Data Tingkat Tindak Pidana Pencabulan

No | TAHUN TEMPAT KEJADIAN TINDAK
LANJUT
1 2017 Jalan Jampalan Kec. Simpang Empat (di Lanjut ke
dalam gudang) pengadilan
2 2017 Jalan Perintis Gang Mawar Kec. Lanjut ke
Simpang Empat (di dalam warung) pengadilan
3 2018 Jalan Cokro Aminoto Kota Kisaran (di Selesai dengan
dalam toko) cara kekeluargaan
4 2018 Jalan Pukat Apung Kec. Air Joman (di Lanjut ke
kebon sawit) pengadilan
5 2018 Jalan Sidodadi Kota Kisaran (di dalam Selesai dengan
pabrik kelapa) cara kekeluargaan
6 2019 Dsn. IV Desa Bagan Asahan Baru Kec. Lanjut ke
Tanjung Balai Kab. Asahan (di dalam pengadilan
rumah korban)
7 2019 JIn. Syeah Hasan Lk VII Kel. Selawan Lanjut ke
Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan (di pengadilan
dalam rumabh terlapor)
8 2019 Pks. Sei Silau PTPN 11l Ds. Perk Sei Lanjut ke
Silau Kec. Bntu Pane Kab. Asahan (di pengadilan
dalam sekolah)
9 2019 Dsn. IV Sei Apung Kec. Tanjung Balai Selesai dengan
Kab. Asahan (di rumah terlapor) cara kekeluargaan
10 2019 Dsn. IV Desa Bagan Asahan Baru Kec. Lanjut ke
Tanjugn Balai Kab. Asahan (di dalam pengadilan
rumah)
11 2020 HKBP Kampung Baru, Desa Suka Jadi Lanjut ke
Kec. Meranti Kab. Asahan (di rumah pengadilan
dinas gereja)
12 2020 Dsn. V Desa Bagan Asahan Baru Kec. Lanjut ke
Tanjung Balai Kab. Asahan (di dalam pengadilan
kamar)
13 2020 Dsn. VII desa Najung Ganjang Kec. Lanjut ke
Simpang Empat Kab. Asahan (di kebun pengadilan

sawit)




Pada tabel diatas bisa diperhatikan bahwa setiap tahunnya tingkat tindak
pidana pencabulan yang terjadi pada anak di bawah umur semakin bertambah
walaupun tidak langsung melonjak tinggi. Maka dari itu peneliti melakukan
penelitian ini untuk melihat bagaimana kinerja dari pihak yang berwajib dalam
menangani kasus pencabulan ini dan juga untuk melihat bahwa hukum yang
sudah tercantum dalam undang-undang bisa menjadi pemberi efek jera kepada
pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dan bisa memberikan

keadilan yang sesungguhnya kepada korban dari tindakan pencabulan itu sendiri.

Perbuatan pencabulan tetap saja itu sangat tidak baik bagi kehidupan dan
dapat merusak sosialisme antara sesama manusia. Pada tabel itu juga diterangkan
tidak setiap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur pelakunya akan
berakhir dengan masuknya laporan kekepolisian, ada juga yang menyelesaikan
permasalahan ini dengan cara berdamai antara si pelaku dengan orang tua si
korban pencabulan tersebut. Itupun jika ada perdamaian antara pelaku dan orang
tua korban tidak begitu saja langsung berdamai tetapi si pelaku harus bertanggung
jawab kepada anak yang telah dicabuli tersebut dengan cara misalnya seperti
mengganti rugi dan memberi pendekatan kepada anak itu agar tidak terjadi trauma
yang mendalam bagi dirinya. Sangat jarang kasus pencabulan yang terjadi akan
berakhir pada perdamaian antar keluarga, kebanyakan si pelaku dilaporkan kepada
pihak kepolisian dan di proses oleh persidangan sampai akhirnya melalui

hukuman pidana penjara.



Modus tindak pidana pencabulan terhadapa anak dibawah umur dapat
dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus
operandi dari kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur, dalam hal ini
Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah
perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekersan terhadap anak yang
diklasifikasi sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang

diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.*

Konsideran Undang-Undang sistem peradilan pidana anak No. 11 Tahun
2012 dinyatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha
Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya barhak
mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem
peradilan pidana. Sistem peradilan pidana, khususnya untuk anak yang diatur
dalam UU SPPS ini, telah mewajibkan untuk mengutamakan pendekatan Keadilan
Restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana dengan melibatkan pelaku,
korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada

keadaan semula, dan bukan berdasarkan pembalasan.™*

Melihat bentuk kekerasan terhadap anak, lahirlah berbagai pandangan atau
teori untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan. Kejahatan dapat timbul

dari berbagai faktor yaitu faktor psikologis, faktor lingkungan serta faktor

1% Kartini Kartono. Patologi Sosial. (Jakatar 2005: PT. Raja Grafindo), halaman 165.

1 Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap
Anak (menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak). (Medan 2019: Pustaka Bangsa
Press), halaman 1.



ekonomi. Dalam teori kriminologi, kejahatan merupakan gejala individual dan
gejala sosial yang harus dikaji validitasnya. Kajian tersebut dapat diteliti melalui
teori struktur sosial, pengendalian sosial serta teori labeling yang menjadi
landasan dalam melihat dan menjawab permasalahan kekerasan terhadap anak

yang salah satunya ialah pelecehan seksual.*?

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas
masalah yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku
kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh saudara kandung yang penelitian nya
diwilayah hukum Polres Asahan adanya rasa keingintahuan yang besar dari diri
penulis untuk mengkaji permasalahan tindak pidana pencabulan yang dilakukan

saudara kandung, maka penulis tertarik untuk menyusun Tesis dengan judul:

“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES ASAHAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tesebut, maka penulis merumuskan masalah dalam

penelitian sebagai berikut:

a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak
di wilayah hukum Polres Asahan menurut Undang-Undang perlindungan
anak?

b. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan

terhadap anak diwilayah hukum Polres Asahan?

12 Ende Hasbi Nassaruddin. Kriminologi. (Bandung 2016: Pustaka Setia), halaman 39.



10

c. Bagaimana hambatan-hambatan proses penyidikan terhadap pelaku
tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres

Asahan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak
di wilayah hukum Polres Asahan menurut undang-undang perlindungan anak.

2. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana
pencabulan terhadap anak diwilayah hukum Polres Asahan.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan proses penyidikan terhadap pelaku
tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polres Asahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh
tahapan penelitian serta hasil yang di perolen dapat mengetahui pengaturan
hukum yang dijalankan dan berlaku pada kasus tindak pidana pencabulan
terhadap anak di Indonesia, mengetahui proses-proses dari penyidikan terhadap
pelaku yang terkait dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak
diwilayah hukum Polres Asahan, dan mengetahui hambatan-hambatan yang
ditemukan oleh penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap

anak diwilayah hukum Polres Asahan.
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2. Secara Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat di
jadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan dengan mengetahui
pengaturan hukum yang dijalankan dan berlaku pada kasus tindak pidana
pencabulan terhadap anak di Indonesia, mengetahui proses-proses penyidikan
terhadap pelaku yang terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak diwilayah
hukum Polres Asahan, dan mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan oleh
penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak diwilayah

hukum Polres Asahan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah
berbentuk Tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak bisa
dipisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah
tidaknya penelitian mengenai judul Tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini
dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dari lapangan dan
kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa
“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK DIWILAYAH HUKUM POLRES ASAHAN?” sejauh ini belum pernah
dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang judul
penelitian yang tema atau topik permasalahannya sama, yang dirujuk sumbernya

seperti penelitian yang dilakukan oleh:
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1. Tesis oleh Hermanto yaitu “TINJAUAN YURIDIS TINDAK
PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK” (Studi Putusan
Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Wtp). substansi penting dari penelitian
tesis ini adalah mengenai tata cara haim menjatuhkan hukuman
pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan anaj dibawah umur
dan bagaimana kekuatan hukum dalam pemberi jaminan
perlindungan kepada anak yang menjadi korban pencabulan.

2. Tesis oleh Yenni Widyastuti yaitu “TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK” (Studi Putusan Nomor
49/Pid.B/2013/PN.Sungguminasa) substansi penting dari penelitian
tesis ini adalah pemberlakukan perlindungan terhadap anak yang
menjadi pelaku dalam tindak pidana pencabulan.

3. Tesis oleh Nurjayady yaitu “PENERAPAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR” (Studi Putusan Nomor 182 Pid/Sus/2016/PN.SGM)
substansi penting dari penelitian tesis ini adalah tata cara
pemberlakukan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencabulan

yang menjadi korban adalah anak-anak dibawah umur.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang

pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi



13

yang dianggap relevan. Membahas permasalahan dalam tesis ini penulis mencoba
mengadakan pendekatan-pendekatan menggunakan teori penyebab terjadinya
kejahatan ditinjau dari kriminologi internal maupun eksternal dan teori tujuan
pemidanaan.

a. Teori Legal System

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum salah
satunya adalah dengan membahasnya sebagai law, yakni sekumpulan aturan-
aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan pelaku benar dan
salah, hak dan kewajiban. Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman,
seorang profesor di bidang hukum, sejarahwan, yang juga pakar sejarah hukum
Amerika dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal
system), vyaitu Struktur Hukum (legal Structure), Substansi Hukum (Legal
Substance), Budaya Hukum (Legal Culture). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai
berikut; *

Struktur Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut
sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu
dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan undang-undang No. 8
Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan
Pelaksanaan Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh
undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” (meskipun

 Slamet Tri Wahyudi.“Problematiak Penerapa Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan
Hukum Di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 1 No. 2 Juli 2012, halaman 217.
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dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak
bila tidak ada aparat penegak hukum vyang kreadibilitas, kompeten dan
independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak
didukung dengan ap